BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian, dan pembahasan

mengenai Perlindungan Hak-Hak Narapidana dalam Kondisi Kelebihan

Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Muara Sijunjung, maka dapat

ditarik simpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas II B Muara Sijunjung tetap dilaksanakan meskipun berada dalam
kondisi kelebihan kapasitas.

Menunjukkan bahwa lapas yang memiliki kapasitas ideal 150 orang
dihuni oleh 293 narapidana kondisi ini berdampak langsung terhadap
pelaksanaan pemenuhan hak-hak narapidana yaitu, Hak atas tempat tinggal
belum terpenuhi secara optimal akibat kondisi kelebihan kapasitas sehingga
berdampak pada kenyamanan narapidana. Pemenuhan hak atas makanan
dan minuman telah dilaksanakan sesuai yaitu diketahui makanan diberikan
sebanyak tiga kali sehari dengan menu yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2017.

Pemenuhan hak kesehatan tetap dilaksanakan, Lapas memiliki
klinik kesehatan dengan tenaga medis serta kerja sama dengan rumah sakit
daerah ,Narapidana yang sakit memperoleh pelayanan kesehatan dan
rujukan apabila diperlukan. Hak menjalankan ibadah sesuai dengan agama
dan kepercayaan masing-masing, Narapidana tetap diberikan kebebasan

menjalankan ibadah, baik di masjid, aula, maupun di kamar hunian.
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2. Kendala- kendala dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak narapidana

yaitu kelebihan kapasitas menyebabkan menurunnya tingkat kenyamanan
warga binaan akibat hunian yang padat dan keterbatasan ruang gerak dan
kondisi berdampak pada keamanan dan ketertiban di dalam lapas terutama
dalam pengawasan dan pelaksanaan kegiatan bersama dengan jumlah

petugas yang terbatas.

. Upaya — upaya yang dilakukan pihak lapas dalam mengatasi kelebihan

kapasitas terhadap perlindungan hak asasi narapidana, meskipun belum
sepenuhnya menyelesaikan permasalahan struktural. Pengurangan jumlah
penghuni dilakukan melalui pemberian remisi secara bertahap. Selain itu,
penguatan pembinaan dan pengawasan internal serta kerja sama dengan
Kepolisian dan TNI dilakukan untuk menjaga keamanan. Dukungan
pemerintah daerah dalam penyediaan dan perbaikan sarana prasarana serta
pemerataan hunian diperlukan guna meningkatkan kenyamanan dan

perlindungan hak narapidana.

B. Saran

1.

Kepada Pemerintah, agar Meningkatkan kebijakan penanggulangan
kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan melalui optimalisasi pidana
alternatif, pemberian asimilasi, dan percepatan reintegrasi sosial, dengan
tetap memperhatikan kepentingan keadilan dan keamanan masyarakat.

Kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar Menambah dan
memperbaiki sarana dan prasarana pemasyarakatan, khususnya fasilitas

hunian, guna menjamin pemenuhan hak narapidana secara lebih baik.
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Melakukan evaluasi terhadap distribusi tahanan antara rutan dan lapas agar
tidak terjadi penumpukan penghuni pada satu lembaga pemasyarakatan.

. Kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I B Muara Sijunjung, agar Terus
mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan pemenuhan hak-
hak dasar narapidana meskipun berada dalam kondisi keterbatasan,

mengoptimalkan pengelolaan hunian dan pembinaan narapidana secara adil.
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